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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan sejauh mana tujuan program 

telah tercapai. Evaluasi dapat dibedakan dalam arti sempit dan arti luas. Dalam arti 

sempit sering disebut dengan penilaian dalam pembelajaran untuk pendidikan atau 

penilaian bagi suatu program, sedangkan dalam arti luas mencakup kegiatan mengukur 

sesuatu atau suatu situasi guna menyajikan informasi berupa nilai-nilai alternatif untuk 

pengambilan keputusan (Ambiyar dan Muharika, 2019 : 8-9).  

Menurut Suchman dalam Arikunto dan Jabar (2010 : 1) “evaluasi dipandang 

sebagai sebuah proses menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang 

direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuan”. Pendapat lain yang serupa juga 

dikemukakan oleh Stufflebeam (dalam Arikunto dan Jabar, 2010 : 2) menjelaskan 

bahwa “evaluasi merupakan proses penggambaran, pencarian, dan memberi informasi 

yang sangat bermanfaat bagi pengambilan keputusan dalam menentukan alternatif 

keputusan”. Berdasarkan definisi-definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa evaluasi 

adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kinerja 

sesuatu, yang kemudian digunakan untuk menentukan alternatif-alternatif yang cocok 

ketika mengambil keputusan yang ditentukan. 

Evaluasi dimaksudkan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran lembaga, 

dianggap sebagai cara yang paling adil untuk menentukan penghargaan atau imbalan 
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bagi karyawan. Evaluasi membantu menemukan keterlambatan atau penyimpangan 

yang terjadi dalam organisasi. Setelah dievaluasi, penyimpangan penyimpangan-

penyimpangan tersebut dapat segera diperbaiki untuk mencapai tujuan organisasi 

secara optimal. Selain itu, evaluasi juga bertujuan untuk memastikan tercapainya 

sasaran dan tujuan organisasi guna mengetahui posisi dan tingkat pencapaian tujuan 

organisasi, terutama untuk mendeteksi penyimpangan yang terjadi. Evaluasi pada saat 

pelaksanaan meliputi tujuan, metode, alat, media, sarana dan arah tujuan, kemudian 

mengidentifikasi faktor-faktor dorongan dan hambatan yang timbul. Evaluasi 

pelaksanaan juga mempertimbangkan relevansi rencana dengan perencanaan, yang 

nantinya digunakan untuk menentukan evaluasi hasil pelaksanaan. 

International Organization for Standardization atau yang lebih dikenal dengan 

ISO, merupakan salah satu standar sertifikat berstandar internasional yang seringkali 

digunakan sebagai standar awal dalam menentukan kualitas yang diterapkan untuk 

mendapatkan kepercayaan penuh pada pelanggan. ISO mencakup persyaratan yang 

harus dipenuhi organisasi ketika membangun sistem manajemen mutu. Dengan 

mengacu pada ISO, sebuah organisasi dapat mengevaluasi apakah produk 

(barang/jasa) dan proses yang diterapkan dapat secara konsisten memenuhi harapan 

atau kebutuhan pelanggan.  

Seri standar ISO 9000 adalah seperangkat standar internasional untuk sistem 

manajemen mutu. Standar ini mencakup unsur hukum wajib yang bertujuan untuk 

menciptakan rasa nyaman bagi organisasi. ISO 9000 mencakup beberapa standar 

diantaranya ISO 9001, ISO 9004 dan ISO 19011. Satu-satunya standar yang dapat 

disertifikasi adalah standar ISO 9001, sedangkan standar lainnya tidak dimaksudkan 

untuk mencapai sertifikasi atau kontrak.  
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ISO 9001 adalah standar yang mencakup persyaratan sistem manajemen mutu 

yang membantu organisasi beroperasi lebih efisien dan meningkatkan kepuasan 

pelanggan (International Organization for Standarization, 2015). Organisasi harus 

memahami persyaratan dalam ISO 9001 dan mengetahui cara menerapkannya, serta 

mampu bertahan dengan sistem yang sudah ada sehingga dapat terus menerus 

memenuhi persyaratan tersebut. Standar ini digunakan untuk memastikan bahwa 

organisasi telah menerapkan pengawasan dan penjaminan terhadap seluruh aktivitas 

operasional yang akan mempengaruhi kualitas produk yang diberikan. 

Banyak perusahaan maupun organisasi yang mengakui bahwa setelah 

melaksanakan standar ISO 9001 benar-benar merasakan adanya peningkatan kinerja 

yang signifikan dan berhasil memperoleh penghargaan mengenai manajemen mutu 

bertaraf internasional. “Kantner (1997) menyebutkan bahwa banyak perusahaan 

memiliki pengalaman peningkatan penjualan setelah memperoleh sertifikat ISO. 

Calingo (1995) menyatakan bahwa dengan ISO 9000 perusahaan dapat mencapai 

sistem kualitas yang lebih baik, kepuasan konsumen, kekuatan bersaing, dan 

pengurangan masalah kualitas. Haversjo (2000) melaporkan bahwa dengan sertifikasi 

ISO 9000 perusahaan-perusahaan memperoleh rates of return yang lebih tinggi 

dibandingkan perusahaan yang belum memperoleh sertifikasi” (Purnama, 2005 : 167). 

Seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat, saat ini tidak hanya 

industri manufaktur yang perlu melakukan sertifikasi pada sistem manajemennya, 

namun sektor jasa juga mengalami pertumbuhan yang dramatis yang dikenal dengan 

istilah “great leap forward” atau kemajuan yang luar biasa dalam dunia jasa (Ratnasari 

dan Aksa, 2011 : 1). Peningkatan ini mengharuskan industri jasa seperti lembaga 

pemerintah yang menyediakan layanan untuk mengadopsi standar internasional 

sebagai bukti bahwa organisasi tersebut mampu menghasilkan layanan yang 
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berkualitas. Penggunaan standar ini juga dapat membantu organisasi meningkatkan 

daya saingnya. 

Pelaksanaan ISO 9001:2015 di dalam instansi pemerintahan merupakan suatu 

langkah yang tepat untuk memenangkan persaingan dalam memberikan pelayanan 

publik terbaik kepada masyarakat. Menurut Undang-Undang RI Nomor 25 tahun 

2009, pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang ditujukan 

untuk memenuhi kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan 

administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Pemerintah 

sebagai penyelenggara dituntut memberikan sebuah pelayanan prima kepada publik 

dengan harapan dapat mencapai suatu kepuasan bagi para pencari keadilan karena 

adanya kepentingan masyarakat yang harus dipenuhi dan pemerintah mempunyai 

tanggung jawab untuk memenuhinya. Sehubungan dengan ISO 9001:2015 dapat 

dilakukan evaluasi apakah produk (barang/jasa) dan proses yang diterapkan oleh 

instansi mampu memenuhi kebutuhan pelanggan secara berkesinambungan. 

Salah satu instansi pemerintahan di Indonesia yang memberikan pelayanan prima 

bersertifikasi ISO 9001:2015 adalah Pengadilan Agama Kelas IA Palembang yang 

melaksanakan standar ISO 9001:2015 pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2020. 

Sebagaimana yang tertera pada situs web resmi Pengadilan Agama Kelas IA 

Palembang, instansi telah menggunakan ISO 9001:2015 dalam melaksanakan 

kebijakan mutu untuk melayani masyarakat dengan peningkatan secara terus menerus. 

Berikut informasi terdokumentasi berupa sertifikat ISO 9001:2015 yang didapatkan 

oleh Pengadilan Agama Kelas IA Palembang : 
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Gambar 1. Sertifikat ISO 9001:2015 

(Sumber : Ruang Tunggu Sidang Pengadilan Agama Kelas IA Palembang) 

ISO 9001 pada instansi berguna untuk mengendalikan dan mengarahkan 

organisasi dalam hubungannya dengan mutu/kualitas. Dalam pelaksanaan ISO 

9001:2015 tentu memiliki pengaruh terhadap instansi, baik secara internal maupun 

eksternal. Pengaruh internal seperti adanya standarisasi prosedur kerja pada Standar 

Opersional Prosedur (SOP). Adapun pengaruh eksternal, yaitu meningkatnya persepsi 

pelanggan terhadap kualitas tenaga kerja dari Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.  

Pengadilan Agama Kelas IA Palembang memiliki beberapa tugas pokok, 

sebagaimana dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan 

Agama adalah.memeriksa, memutus, dan.menyelesaikan perkara tertentu antara orang-

orang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, zakat, 

infaq, shadaqah, serta ekonomi syariah. Dalam memperjelas pelayanan yang 

menangani bidang-bidang tersebut Mahkamah Agung menetapkan Surat Keputusan 

Ketua Mahkamah Agung No. 026 tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan, 

mengenai apa saja jenis pelayanan yang diberikan Pengadilan Agama secara umum. 
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Tabel 1. Jenis Pelayanan 

No. Jenis Pelayanan 

1 Pelayanan Permohonan 

2 Pelayanan Gugatan 

3 Gugatan Kelompok 

4 Pelayanan Administrasi Persidangan 

5 Pelayanan Mediasi 

6 Pelayanan Sidang Keliling 

7 Itsbat Rukyatul Hilal 

8 Pelayanan Administrasi Upaya Hukum 

Sumber :”Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung No. 26 tahun 2012 tentang 

Standar Pelayanan Peradilan” 

Untuk memenuhi persyaratan dalam standar ISO 9001:2015 di dalam semua 

Standar Operasional Prosedur (SOP), perlu dipahami dan diperhatikan bahwa 

persyaratan dalam pasal-pasal ISO 9001:2015 bukan menjadi dasar penyusunan SOP, 

namun justru mencantumkan persyaratan tersebut pada setiap bagian kriteria SOP 

yang telah disusun berdasarkan peta bisnis proses organisasi. Dokumen SOP yang 

dirancang dari pemetaan bisnis proses inilah yang menjadi dasar semua persyaratan 

pada pasal standar ISO 9001:2015 dimasukkan sebagai kriteria dalam SOP tersebut. 

Jadi, SOP bukan dibuat berdasarkan pasal persyaratan standar ISO 9001:2015, 

melainkan pasal persyaratan dalam standar ISO 9001:2015 didistribusikan ke dalam 

SOP yang disusun berdasarkan peta bisnis proses organisasi. 

Standar ISO 9001:2015 terdiri dari beberapa pasal yang berjumlah.‟10 Klausul, 

diantaranya; Klausul 1 ruang lingkup, Klausul 2 acuan normatif, Klausul 3 istilah dan 

definisi, Klausul 4 konteks organisasi, Klausul 5 kepemimpinan, Klausul 6 

perencanaan, Klausul 7 dukungan, Klausul 8 operasi, Klausul 9 evaluasi kerja, Klausul 

10 peningkatan.‟‟Klausul 1 sampai Klausul 3 merupakan pasal yang berisi penjelasan 
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untuk memahami standar ISO 9001:2015, sedangkan Klausul 4 sampai Klausul 10 

merupakan pasal yang berisi pasal-pasal persyaratan yang perlu dilaksanakan dalam 

kaitan menerapkan sistem manajemen mutu organisasi. Diantara 10 Klausul tersebut, 

Klausul 7 tentang dukungan menjadi salah satu pasal yang dapat digunakan untuk 

melihat bagaimana respon masyarakat mengenai pelaksanaan ISO 9001:2015 dari segi 

pelayanan yang diberikan. Dalam Klausul 7 terdapat sub klausul informasi 

terdokumentasi yang bisa diangkat untuk memasukkan data awal penelitian ini. 

Bentuk nyata dari informasi terdokumentasi yaitu dengan adanya kotak saran di 

Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Dengan adanya kotak saran tersebut, pihak 

instansi menerima kritik dan saran dari masyarakat pengguna layanan Pengadilan 

Agama Kelas IA Palembang guna mengoreksi diri untuk terus meningkatkan 

pelayanan yang diberikan supaya pelanggan semakin merasa nyaman dan percaya 

kepada pihak instansi Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.  

           

Gambar 2. Kotak Saran di Ruang Tunggu Sidang Pengadilan Agama Kelas IA 

Palembang 

(Sumber : Kantor Pengadilan Agama Kelas IA Palembang) 

Posisi letak kotak saran yang berada dipojok ruang dan jauh dari ruang tunggu 

atau tempat lalu lalang pengguna layanan ini bisa dilihat sedikit terbengkalai. Dari 
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gambar 2, terlihat jelas bahwa kotak saran tidak dirawat dengan baik. Hal ini terbukti 

pada saat peneliti melakukan observasi, kotak saran tersebut terisi oleh beberapa 

sampah kertas bekas nomor antrean dan bungkus permen dibandingkan kalimat saran 

atau kritik. Berdasarkan penuturan salah satu pegawai di lokasi, kotak saran tersebut 

selalu terkunci dan kunci dari kotak saran dipegang oleh pegawai lainnya yang secara 

khusus menangani kotak saran. Tidak ada waktu pasti kapan kotak saran itu dibuka. 

Namun, melihat dari banyaknya sampah di dalam kotak itu dan hanya terdapat 

beberapa surat yang belum tentu kalau itu adalah surat berisi kritik dan saran, bisa 

dipastikan kalau kotak tersebut sudah lama tidak dibuka. 

 Penggunaan kotak saran yang terdapat pada gambar 2 menjadi kurang efektif 

karena letak kotak saran yang tidak strategis dan sulit terlihat. Mengakibatkan 

sebagian besar pengguna layanan memberikan kritik dan saran melalui ulasan yang 

ada pada situs Google dengan keyword “Pengadilan Agama Kelas IA Palembang”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Pencarian Mengenai Ulasan Pelayanan di Pengadilan Agama Kelas IA 

Palembang 

(Sumber : Situs Internet Google Pengadilan Agama Kelas IA Palembang) 

Berdasarkan gambar 3 terdapat kemudahan akses bagi masyarakat untuk 

memberikan saran maupun kritik dengan adanya kolom khusus yang berisi ulasan 

konsumen pengguna jasa Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Ulasan yang tertera 

dapat dibuka dan memperlihatkan berbagai kritik dan saran dari konsumen. Terdapat 

beberapa ulasan pelayanan dimulai dari ulasan negatif hingga ulasan positif.  
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Tabel 2. Pengaduan Masyarakat (Ulasan Negatif) 

No. Pengunggah Ulasan yang diunggah 

1. ARU “Pelayanannya lambat!!!” 

2. FN “Mau tanya kalau surat cerai keterangannya ghaib itu 

biasanya diambil sendiri atau diantar oleh tukang pos? 

mohon infonya karena pengurusan surat cerai atau 

keterangan ghaib telah diurus pada bulan 3 lalu dan sampai 

sekarang surat tersebut tidak juga dikeluarkan”. 

3. AF “Tolong untuk dibagian pelayanan informasi lebih diawasi 

atau dipecat pegawai-pegawainya. Karena, bukan hanya 

saya saja yang diacuhkan jika banyak bertanya. Banyak 

orang complain dan marah karena pegawai pelayanan 

informasinya memberikan informasi setengah-setengah. 

Saya sampai 4 hari berturut-turut datang setiap jam 8 pagi 

karena informasi yang begitu sulit saya dapat. Saya ingin 

bertanya malah tidak diacuhkan. Bahkan, hampir semua 

orang seperti saya dibuatnya oleh pegawai yang sok-sok”. 

4. AM “Kerjanya lama banget”.  

5. FF “Tidak ada tata cara prosedur gugat cerai di ruang publik, 

sehingga banyak yang bolak balik urusi kelengkapan 

berkas”. 

6. SR “Pelayanannya cukup baik. Cuma mau komplain, nomor 

telepon yang tertera tidak bisa dihubungi. Terima kasih”. 

Sumber : Data diolah oleh peneliti berdasarkan ulasan masyarakat terhadap 

pelayanan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang melalui situs Google 

Tabel 3. Pengaduan Masyarakat (Ulasan Positif) 

No. Pengunggah Ulasan yang diunggah 

1. ZA “Di depan gerbang disekitaran pagar kantor ini kita 

disambut oleh parker roda 2 berbayar dengan pelayanan 

yang baik. 
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Lanjutan Tabel 3. 

  Untuk kendaraan roda 4 bisa parkir di area dalam pagar 

gedung kantor ini. Sebenarnya ternyata di dalam pagar juga 

ada tempat parkir kendaraan roda 2 yang kapasitasnya 

terbatas. 

Antrian untuk mengikuti siding dan untuk mendaftar 

perkara atau sekedar mencari informasi terpisah pintu 

masuknya. Saat ini memasuki gerbang akan ditanya dan 

diarahkan oleh sekuriti yang bertugas. 

Suasana antrian cukup r amai saat mendekati petugas akan 

ditanyakan keperluan kita dan diberi nomor antri. Jika 

antrian panjang maka kita akan diminta untuk menunggu di 

luar. Di dalam antrian cukup tertib dan nyaman, menjaga 

jarak dan ber-AC. Sedangkan di luar tidak ada tempat duduk 

atau tempat khusus, sambil menyimak nomor antrian kita 

dipanggil kita mencari tempat berteduh masing-masing. 

Mushala dan kantin tersedia di sini, suasana sibuk dengan 

perkara yang kebanyakan adalah perceraian”. 

2. AH “Pegawainya ramah, terus penyambutannya ok banget, 

melayani dengan sepenuh hati”. 

3. AA “Bersih ramah parkiran luas, lalu service luar biasa bagus, 

sopan dan memudahkan kita dalam segala hal”. 

Sumber : Data diolah oleh peneliti berdasarkan ulasan masyarakat terhadap 

pelayanan Pengadilan Agama Kelas IA Palembang melalui situs Google 

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian dengan 

judul “Evaluasi Pelaksanaan ISO 9001:2015 di Pengadilan Agama Kelas IA 

Palembang”, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat pencari keadilan yang membutuhkan lebih banyak informasi mengenai 

hasil pelaksanaan ISO 9001:2015 di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian di latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini 

nantinya ialah “Bagaimana Hasil Pelaksanaan ISO 9001:2015 di Pengadilan Agama 

Kelas IA Palembang?”. 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, 

maka penelitian ini bertujuan untuk “Mengetahui Hasil Pelaksanaan ISO 9001:2015 di 

Pengadilan Agama Kelas 1A Palembang”. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat”penelitian..yang dapat diberikan ada 2 macam, yaitu manfaat teoritis dan 

manfaat praktis.” 

1. Manfaat Teoritis  

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk menambah 

wawasan pengetahuan pada bidang Ilmu Administrasi Publik, khususnya bidang 

Manajemen Sektor Publik. 

2. Manfaat Praktis  

Hasil”penelitian diharapkan dapat memberikan informasi kepada pihak-pihak 

terkait, termasuk masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai hasil dari 

pelaksanaan ISO 9001:2015 di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Serta, 

dapat menjadi bahan masukan bagi Pengadilan Agama Kelas IA Palembang 

dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat sebagai konsumen 

pengguna jasa.   
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